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Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk membahas praktik Pinjaman Online. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis 

Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus 

dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang. 

Sehubungan dengan sistem teknologi informasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peminjaman Uang Online telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (Contitutions) 

dan Undang-Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan 

pemerintahan daerah. 

Kata Kunci: Finansial Teknologi Ilegal; Pinjaman Online. 

Abstract 

The research aims to discuss the practice of Online Loans. The research method used is normative juridical with 

descriptive analytical research specifications. Security and maintenance of consumer personal data must be carried out 

properly because the data is digital so it is relatively easy for data to be stolen and lost. In relation to information 

technology systems. 

The results of the study show that Online Money Lending has received sufficient protection from the laws and regulations 

in Indonesia. This protection is at the level of the basic state law (Constitutions) and the Act, as well as at the derivative 

regulations issued by the central government, ministers, and local governments. 

Keywords: Illegal Financial Technology; Online Loans. 

PENDAHULUAN 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, khususnya terjadi di bidang 

telekomunikasi informasi dan komputer bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia serta 

berdampak terhadap kehidupan manusia menjadi lebih Modern. Perkembangan teknologi yang pesat 

memang memudahkan setiap aktivitas kita, termasuk mengajukan pinjaman. Di Indonesia saat ini 

sedang marak Peminjaman Online di lembaga keuangan atau lebih dikenal dengan istilah Fintech 

(Financial Technology). Beberapa Fintech yang sedang bergaung namanya sebagai pemberi pinjaman 

adalah Uang Teman, Taralite, dan Dr.Rupiah. Mereka memberi pinjaman dana dengan cara 

sederhana dan cukup mudah.  

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat. 

Pemanfaatan teknologi tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendorong 

perubahan ekonomi, sosial dan politik. Perubahan tersebut dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi 

 
 
 
 



 
 

 

 

informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari hari. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu 

dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat 

digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana. 

Penyalahgunaan teknologi informasi tersebut tentu akan menimbulkan masalah hukum di 

dalam masyarakat sehingga timbul upaya pemecahan masalah yang tepat terkait hal tersebut. 

Menghadapi efek negatif dari globalisasi, yaitu adanya globalisasi kejahatan Dan ekonomi yang 

meningkat sehingga banyak sekarang yang membuka peminjaman peminjaman uang, serta 

peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum 

khususnya hukum pidana harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk 

mengatur ketertipan umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana telah disisipi modus dengan menggunakan teknologi 

yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana narkotika, tindak pidana korporasi, tindak pidana perdagangan orang dan lain 

sebagainya. Pelaku tindak pidana sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya didukung 

dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Hal tersebut 

menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 

terhadap para pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu dalam rangka mengimbangi perkembangan ilmu 

pengetahuan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat, para penegak hukum perlu melakukan 

pembaharuan-pembaharuan hukum. Pembaharuan ini dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah-

masalah yang terjadi dalam masyarakat. 

Berdasarkan pada keinginan melakukan pembaharuan hukum, timbul kesadaran untuk 

mengungkap. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMINJAMAN UANG 

ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI 

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, 

yaitu:  

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:  

1) Undang-Undang Nomor 19 tahun Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (ITE). 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. 

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. 

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang 

berkenaan dengan tinjauan yuridis Penipuan Peminjam Uang Online di kalangan masyarakat 

(Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) 

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia. 

 

 

 



 
 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan 

Dokumen Elektronik. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang 

atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai 

dengan Perundang-Undangan. Pengaturan Penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).  

Peraturan-peraturan di dalam Undang-Undang mengenai larangan melakukan penyadapan 

antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Perdata 

menyebutkan Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan 

terdakwa. 

Berdasarkan pengertian tersebut, tentunya linggis maupun majalah/gambar porno tidak 

termasuk dalam kriteria tersebut. Mungkin kita masih bisa berargumentasi panjang mengenai 

surat seperti dalam ilustrasi II apakah termasuk dalam kategori alat bukti surat atau tidak. Karena 

pada bagian penjelasan KUHAP, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan surat lain seperti 

yang dinyatakan dalam pasal 187 huruf d tersebut. 

Dalam kasus tindak pidana penipuan Online, biasanya korban penipuan akan lebih menuntut 

ganti rugi bersifat materil, agar haknya dikembalikan oleh si pelaku. Sekalipun hak-hak korban 

kejahatan telah tersedia, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan, karena melalui 

peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara 

signifikan.  

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban 

tindak pidana adalah mendapatkan Kompensasi dan Restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara 

kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, sedangkan Restitusi 

merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen kasus dapat 

disimpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen.  

Tujuan pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan adalah hak asasi 

mereka dapat dihormati, adanya kepastian hukum bagi pelaku, terhindar dari perlakuan yang 

sewenang-wenang serta tidak manusiawi. Sejauh ini sudah perkembangan pemikiran mengenai 

setelah diadilinya pelaku dan kemudian pelaku mendapat sanksi, setelahnya dianggap 

perlindungan hukum terhadap korban telah dipenuhi. Hal ini berakibat, saat korban mengajukan 

ganti rugi, hal ini dianggap merupakan hal yang kelewat batas. Sebelumnya pengertian dari kata 

korban itu sendiri adalah orang yang menderita baik jasmani serta rohaninya, akibat perlakuan 

orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang 

berseberangan dengan hak asasi orang yang menderita tersebut. Penderitaan korban dapat terjadi 

dikarenakan pihak lain, tapi bisa juga karena korban itu sendiri, contohnya korban dalam kasus 

narkotika, perjudian dan juga prostitusi. Tapi kemudian, secara umum korban adalah orang yang 

menderita fisik, mental dan sosial karena perbuatan jahat, 10 korban dapat juga mengalami rasa 

takut yang berkelanjutan, karena ia melaporkan perbuatan pelaku kemudian menjadi saksi yang 

menyatakan pelaku bersalah dalam pengadilan. Terhadap pemeriksaan pelaku (terdakwa) dalam 

kasus Timor-Timor contohnya. Terdapat cukup banyak korban yang merasa ketakutan karena ada 

tekanan dari pihak luar setelah memberikan kesaksian yang nyatanya memberatkan para pelaku. 

Bahkan, ada saksi yang sampai tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak 

tertentu. 



 
 

 

 

Dalam masalah kejahatan, maka teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya 

(Faktor Etiologi) secara umum dibagi tiga, yaitu: 

a) Teori yang menggunakan pendekatan biologis Yaitu pendekatan yang digunakan dalam 

kriminologi untuk menjelasakan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-

fakta dari proses biologis. 

b) Teori yang menggunakan pendekatan psikologi Yaitu pendekatan yang digunakan 

kriminologi dalam menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-

masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat 

kejahatan.  

c) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi 

dalammenjelaskan faktor-faktor sebab terjadinya dan sumber timbulnya kejahatan 

berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat 

termasuk unsur-unsur kebudayaan.  

Perlindungan Hukum kepada Korban tertulis di dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang 

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Fokus perlindungan yang diberikan oleh 

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam Undang-Undang LPSK terhadap saksi 

dan juga korban tindak pidana adalah dalam Pasal 5, yang memiliki inti sebagai berikut Saksi dan 

Korban berhak mendapatkan hak-haknya yang berupa memperoleh perlindungan atas keamanan 

pribadi, harta, dan benda. Kemudian mendapatkan penerjemah, memberi kesaksian tanpa 

intervensi, terlepas dari pertanyaan yang menjebak, serta mendapatkan nama samaran. Pasal 6 

memiliki inti sebagai berikut korban mempunyai hak mendapatkan bantuan medis, dan 

Rehabilitasi psikologis terutama pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 7 

memiliki inti sebagai berikut: berhak terhadap kompensasi, pelaksanaan dan juga pemberian 

kompensasi terhadap korban. Pasal 8 memiliki inti sebagai berikut perlindungan diberikan dari 

mulai tahap penyidikan hingga selesai. Pasal 10 memiliki maksud sebagai berikut Saksi pelaku 

diberikan tanggapan secara berbeda dalam proses pemeriksaan dan juga pemberian Reward atas 

kesaksian yang telah diberikan. Sistem perekonomian dewasa kini lebih berfokus pada sistem 

teknologi informasi, di mana teknologi internet memegang peran yang sangat penting. 

Dengan adanya teknologi internet memudahkan terjadinya perubahan informasi dengan cepat 

ke berbagai belahan dunia dengan jaringan internet. Dalam perkembangannya, interaksi antar 

manusia sudah memasuki hubungan dagang atau bisnis (Commerce) yang tidak lagi dilakukan 

secara langsung (Konvensional). Melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa 

layanan Internet dan Teknologi Elektronik lainnya. 

Hak privasi secara implisit diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

Pasal 28 G ayat (1). Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi 

manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodratnya sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada peraturan ini diatur pada Pasal 26. Dalam 

Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur mengenai 

perlindungan data pribadi   

 

Kesimpulan 



 
 

 

 

Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan 

data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang. Sehubungan dengan 

sistem teknologi informasi, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dan 

penerima pinjaman terkait penggunaan dana dan posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga 

wajib menggunakan Escrow Account dan Virtual Account serta menggunakan pusat data dan pusat 

pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia.  Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data 

pribadi dalam kaitannya pemanfaat teknologi informasi.  

Pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE) dijelaskan 

bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan 

gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.  
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